SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Provinsi diberi kewenangan
untuk menerbitkan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing dan memungut retribusi yang lokasi kerjanya
lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi  Pengendalian Lalu Lintas dan  Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu
menetapkan besaran tarif retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah
dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1622);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis

dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);

. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12
Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007
Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun
2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 33);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah  Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 8, angka 10,
angka 12, angka 14, angka 25 diubah dan di antara angka 14
dan angka 15 disisipkan 4 (empat) angka baru yakni angka
14a, angka 14b, angka 14c dan angka 14d, angka 18 dihapus
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah
dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor, Unit Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu
oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pengaturan, dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
kelestarian lingkungan.

Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pelayanan
penerbitan dan atau perpanjangan izin trayek bagi
kendaraan angkutan orang yang beroperasi di jalan
dengan kendaraan umum yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah.
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Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk
pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang
atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan
tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan
orang yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap
dan teratur, dengan jadwal tetap dan tidak berjadwal.

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada Badan
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang
umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah retribusi atas
pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau
Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan
dan pembudidayaan ikan.

Surat Izin Penangkapan lkan, yang selanjutnya disebut
SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal
perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin
Usaha Perikanan.

Surat Izin Usaha Perikanan adalah surat izin yang harus
dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha
perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang
tercantum dalam izin tersebut.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya
disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki
setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan
ikan.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan
IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan
IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

.Perpanjangan IMTA adalah Izin yang diberikan oleh

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi
kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang
visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah Badan Hukum
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan
Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan
Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan  retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
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Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah.

Dihapus.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau
denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan
yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah terutang.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan dan SKDRLB yang diajukan oleh Wajib
Retribusi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

.Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c,
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Nama Retribusi meliputi:

a.

b.

Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian izin trayek.

Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk
melakukan kegiatan usaha penangkapan dan
pembudidayaan ikan.

Retribusi Perpanjangan IMTA, dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA kepada
pemberi kerja tenaga kerja asing.
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3. Ketentuan Pasal 3, ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3)
dan ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau
beberapa trayek tertentu, meliputi:

a. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;

b. Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi;

c. Angkutan Tidak Dalam Trayek.

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian
izin usaha perikanan untuk melakukan kegiatan usaha
penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi:

a. Izin Usaha Perikanan;

b. Izin Penangkapan Ikan;

c. Izin Kapal Pengangkutan Ikan.

Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian
Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja
Asing.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak termasuk instansi Pemerintah,
perwakilan negara asing, badan-badan internasional,
lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu
di lembaga pendidikan.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, dan di
antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(2a)

(3)

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau
Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek
tertentu.

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh Izin untuk
melakukan kegiatan usaha penangkapan dan
pembudidayaan ikan.

Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi
Kerja Tenaga Kerja Asing.

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (2a) adalah Wajib Retribusi.
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5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan
Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan dalam jenis
Retribusi Perizinan Tertentu.

6. Ketentuan Pasal 6, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3),
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek berdasarkan
jenis kendaraan dan kapasitas tempat duduk.

(2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan
diukur berdasarkan jenis izin dan masa berlaku izin.

(3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA
diukur berdasarkan jumlah penerbitan izin dan jangka
waktu perpanjangan izin.

7.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu)
ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7

(1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif
Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan
memperoleh untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penerbitan
dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari
pemberian izin tersebut.

(3) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan
untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di
lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya
dampak negatif dari perpanjangan IMTA, kegiatan
pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja
lokal.

8.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Terhadap pemberian Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan
dan Perpanjangan IMTA dalam batas wilayah kewenangan
Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dikenakan Retribusi.

(2) Tata cara dan pelaksanaan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
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9. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (2a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Struktur tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan
berdasarkan Jenis Izin, Jenis Kendaraan dan Kapasitas
Tempat Duduk.

(2) Struktur tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan
digolongkan berdasarkan Jenis Izin dan masa berlaku
izin.

(2a) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan
paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis
dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang berlaku di Kementerian di bidang
ketenagakerjaan.

(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

(4) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan sebagai penyesuaian dengan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.

(5) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

10.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Tarif besarnya Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan
sebesar USD100.00 (seratus dollar US) per orang per
bulan.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada
saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

11. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu)
huruf yakni huruf c, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a)
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerimaan atau
Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yaitu
untuk pemungutan:

a. Retribusi Izin Trayek pada SKPD yang membidangi
perhubungan;

b. Retribusi Izin Usaha Perikanan pada SKPD yang
membidangi Kelautan dan Perikanan; dan

c. Retribusi Perpanjangan IMTA pada SKPD yang
membidangi Ketenagakerjaan.
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Hasil penerimaan Retribusi oleh SKPD harus disetor ke
rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari
kerja.

Dalam hal penerimaan retribusi diterima oleh Bank,
disetorkan ke Kas Daerah pada akhir hari kerja.

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus pada saat izin selesai dan diterima oleh Wajib
Retribusi .

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

12.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 13A

Dalam hal Tenaga Kerja Asing bekerja tidak sampai 12
(dua belas) bulan, kelebihan pembayaran retribusi
dikembalikan kepada Wajib Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

13. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
INSENTIF PEMUNGUTAN

14. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 16A

SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah
dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 April 2015
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
ttd
AGUSTIN TERAS NARANG
Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: ( 1 / 2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat
ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-
Undang. Penambahan jenis retribusi daerah tersebut sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,
Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang
baru.

Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai retribusi daerah
memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan
dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah.

Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas pemberian
Perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi
kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah
beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya
merupakan pungutan Pemerintah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang kemudian menjadi kewenangan Daerah.

Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat
penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA yang
berlaku pada Kementerian di bidang ketenagakerjaan. Pemanfaatan
penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai
kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal yang
alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas
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